
BUPATI JEPARA 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR I2 TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 15 TAHUN 2 0 1 1  TENTANG 
JENJANG NILA! PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA 

PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) 

• 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai 
pengadaan barang dan/atau jasa, maka perlu meninjau kembali 
Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2011  tentang Jenjang 
Nilai Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Pada Badan Layanan 
Umum Daerah (BLUD); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2 0 1 1  Tentang 
Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Badan 
Layanan Umum Daerah (BLUD). 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik 



r 

6. 

Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 1 7 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

tentang 
Republik 
Republik 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah; 

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan barang/Jasa 
pada Badan Layanan Umum, 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah; 

1 1.  Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
703/Menkes/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/ Jasa pada Instansi Pemerintah Pola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan 
Departemen Kesehatan; 

12.  Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3); 

13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2 0 1 1  tentang Jenjang 
Nilai Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Pada Badan Layanan 
Umum Daerah (BLUD) (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2 0 1 1  Nomor 48). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI JEPARA NOMOR 15 TAHUN 2 0 1 1  TENTANG JENJANG NILA! 
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN 
UMUM DAERAH (BLUD) 

Pasall 

Mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (4), (5) dan (6) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai 
berikut: 



' Pasal 6 

Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) menggunakan tanda 
bukti perjanjian. 

Tanda bukti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 )  adalah sebagai 
berikut: 

a. Bukti pembelian; 

b. Kuitansi; 

c. Surat Perintah Kerja (SPK); atau 

d. Surat Perjanjian. 

(3) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan untuk 
Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh 
juta rupiah). 

(4) Kuitansi sebagaimana dimakud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk 
Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima 
puluhjuta rupiah). 

(5) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digunakan 
Pengadaan/Pekerjaan kontruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dnegan Rp. 
200.0000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan untuk jasa Konsultasi dengan nilai 
sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). 

(6) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan untuk 
Pengadaan barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 
200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultasi dengan nilai 
diatas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). 

Pasal II 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara. 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 2a Mei 2o2 

[PRATI JEPARA, 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 22 Me 202 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

BERITA D±RAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2013 NOMOR ) 

(2) 

(1)  


